KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 009 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
ILIR, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 13 huruf ¢, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan, Desa atau
sebutan lain/Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4347);




‘iIndones1a Nomor 5898), . . o : |
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& Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan ‘
. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
“ Tahun . 20 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
- Walikota Menjadl Undang—Undang (Lembar Negara Republlk
Indonesia - Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 (Lembar Negara .Republik Indonesia Tahun
12016 Nomor 130, -Tambahan Lembaran Negara Repubhk

5Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20 17 tentang Pem111han
’ijum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
‘Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
lNomor6109), I :

zPeraturan Kom1s1 Pemlhhan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
‘Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemlllhan

- 'Umum, tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan tata

}Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagalmana

: d1ubah dengan Peraturan tata Kerja KOI’nlSl Pemlhhan Umum

Nomor21 Tahun 2008 s S . o

Peraturan Komisi Pemlhhan Umum Nomor 06. Tahun 2008
tentang susunan Organlslas1 dan Tata kerja ‘Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, " Sekretaris Peraturan

" Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Peraturan
-Komisi Pemilihan - Umum ‘Kabupaten / Kota sebaga1mana

diubah  terakhir dengan = Peraturan Peraturan KOI’IllSl
Pemlhhan Umum Nomo 22 tahun 2008 ’ i |

1
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Peraturan Komlsl Pem111han Umum Repubhk Indonesm Nomor
13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemlhhan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KOI’l’llSl
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kom151
Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, serta Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan . Suara,  dan  Kelompok Penyelenggara
Pemungutan = Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat1 dan Wak11 Bupat1
serta Wahkota dan Wakﬂ Wallkota, -

l
1

Peraturan Kom1s1 Pemlhhan Umum Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program ‘dan Jadwal
Penyelenggara Pemilihan .  Gubernur - dan’ Wakll
Gubernur,Bupati dan wakil Bupat1 dan/ atau Wah Kota dan

i

Keputusan Komisi ‘Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ihr
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupat1 dan_ Wak11 Bupat1
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

i




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

: berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Ilir nomor : 002 /PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/I/2020,
tanggal, 13 Januari 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN

ILIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan  Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

MASSURYATI




LAMPIRANI '
i ‘ - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
L - NOMOR : 099 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU- Kab/l/2020
b : “TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR, PEMBENTUKAN DAN' TATA
: ~~ KERJA. _PANITIA  PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
L » PEMUNGUTAN SUARA,  DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
Lo . PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OGAN ILIR TAHUN 2020 R ‘ : i

1 | |
L PEDOMANTEKNS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA |
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
= KABURNHﬂQOGANIHRTAHUNQO%)n‘ | |
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A. LATARBELAKANG SRR R AR ]
Pemlhhan Bupatl ‘dan Wak11 Bupat1 Kabupaten Ogan Ihr Tahun 2020
merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memlhh Bupati dan Wakil Bupat1

: Kabupaten Ogan Ihr yang dllaksanakan secara langsung, » umum bebas

1
Tt
)

raha31a, _]u_]ur dan adil.

Pemlhhan Bupati dan Wakﬂ Bupat1 Kabupaten Ogan Ihr Tahun 2020
dllakukan oleh Kom1s1 Pem111han Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir- yang
bersifat nasmnal tetap dan mandm Dlsampmg 1tu dalain pelaksanaan‘
7 semua tahapan Pemilihan Bupat1 dan Wakil Bupat1 Kabupaten Ogan Ihr
e Tahun 2020 KPU Kabupaten Ogan Ilir juga dibantu oleh Badan Ad ‘Hoc yang |

terdln dari Pan1t1a Pemlhhan Kecamatan (PPK), Pan1t1a Pemungutan Suara
(PPS) ¢ ‘dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sebaga1
penyelenggara 'Pemilihan Bupat1 dan Wak11 Bupatl Kabupaten Ogan Iir Tahun‘
2020, maka KPU Kabupaten Ogan Ilir, PPK, PPS dan KPPS harus mengetahul
dengan benar apa yang menjadi tugas, kewa_]lban dan wewenangnya, sehlngga
dapat melaksanakan “seluruh tahapan dengan ‘benar. D1samp1ng 11tu,
:» penyelenggara Pemilihan Bupat1 dan Wak11 Bupat1 Kabupaten Ogan Iir Ta‘hun‘
2020 yang ber31fat sernentara harus berasal dari. orang—orang yang kredlbel
non partlsan, jujur dan ad11 Oleh karena 1tu KPU Kabupaten Ogan Ilir perlu‘
| menetapkan keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang memuat tugas ‘
. wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Ogan llir, PPK PPS dan KPPS serta‘
: prosedur dan mekamsme pembentukan PPK PPS dan KPPS. |
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1 Agar penyelenggara Pemlhhan Bupat1 dan Wakll Bupat1 Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2020 bisa mengetahul dan men_]alankan tugas kewajlban dan
wewenangnya dengan baik; T I o ‘

2. ‘Sebagal ‘pedoman bag1 KPU Kabupaten Ogan Ihr dalam melakukm ,
pembentukan dan rekrutmen - Panitia Pemlhhan Kecamatan Pamtla
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

enyelenggaraan Pemlhhan Bupat1 dan Wakﬂ Bupat1 Kabupaten Ogan Ilir

Tahun 2020 ; | l |

3. Sebagal 1nforma81 dan pedoman bag1 masyarakat agar blsa berpartlsllpas1
dalam pembentukan dan rekrutmen -Pemilihan Kecamatan Pamtla
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
penyelenggaraan Pemlhhan Bupati dan Wak11 Bupat1 Kabupaten Ogan Ilir
Tahun2020 : R e FA |
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memben masukan dan éaran

kepada KPU Kabupaten Ogan lir dalam pembentukan dan rekrutmen

Panitia Pemlhhan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemlhhan Bupat1
dan Wak11 Bupat1 Kabupaten Ogan Tlir Tahun 2020 |

C. PENGERTIANUMUM NN FIa0et o
Dalam Keputusan ini, yang dlmaksud dengan

1. Pemlllhan Bupat1 dan Wakil Bupat1 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
yang selan_]utnya disebut Pemlhhan, adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat d1 wilayah Kabupaten Kabupaten Ogan 1ir untuk memlhh Bupat1
dan Wakﬂ Bupatl Kabupaten Ogan Ilir secara langsung dan demokratls

2. Kom1s1 Pemlhhan Umum yang selanjutnya dlsmgkat KPU adalah lembaga‘
penyelenggara pemlhhan umum sebagalmana dlmaksud dalam undang—‘
undang yang mengatur mengena1 penyelenggara pemlhhan umum yang
d1ber1kan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemlhhanl

berdasarkan ketentuan yang diatur da]am undang—undang yang mengatur :

~tentang Pem111han, :

3. KOInlSl Pemlhhan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang selan_]utnya‘
dlsebut KPU Prov Sum—Sel adalah lembaga penyelenggara pemlhhan’
umum sebagalmana dlmaksud dalam undang—undang penyelenggara‘

pemlhhan umum

!




4. KOmlSI Pemlhhan Umum Kabupaten Kabupaten Ogan Ihr yang selanjutnya
dlsebut KPU Kab-OI adalah lembaga penyelenggara Pem111han berdasarkan
ketentuan yang dlatur dalam undang-undang yang mengatur tentang

!

Pemlhhan,

5. Panitia IPemlhhan Kecamatan yang selanjutnya dlslngkat PPK adalah
panlna ‘ yang dibentuk oleh KPU Kabupaten ' Ogan Ilir untuk

rnenyelenggarakan Pemilihan d1 tlngkat kecamatan

6. Panitia Pemungutan Suara yang selan_]utnya d1s1ngkat PPS adalah panltla
yang dlbentuk oleh KPU Kabupaten Ogan Iir untuk menyelenggarakan
Pem111han di tlngkat desa; ,‘ ’ | f - -‘ ’ 3

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan ‘Suara yang selan_]utnya dlslngkat
KPPS adalah kelompok yang dlbentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan’

pemungutan suara Pemlhhan d1 tempat pemungutan suara;

8. Petugas Pemutakhlran Data Pem111h yang selanJutnya dlslngkat PPDP
adalah petugas Rukun Tetangga yang membantu PPS dalam pemutakhlran
data permhh untuk Pemlhhan ' ' |

| .
0. Badan Pengawas Pemlhhan Umum yang selan_]utnya dlsebut Bawaslu

adalah lembaga penyelenggara permhhan umum yang bertugas mengawas1

penyelenggaraan pemlhhan umum di seluruh wﬂayah Negara Kesatuan

Repubhk Indones1a sebagalmana dimaksud dalam undang—undang yang
mengatur mengena1 penyelenggara pemlhhan umum yang dlberlkan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pem111han,

10. Badan Pengawas Pemlhhan Umum Prov1n51 Sematera Selatan selan_]utnya

dlsebut Bawaslu Prov Sum—Sel adalah’ lembaga penyelenggara pemﬂlhan
umum yang bertugas mengawas1 penyelenggaraan pemlhhan umum di
Wllayah tprov1ns1 sebaga.lmana dlmaksud dalam undang—undang yang :

. 1
mengatur mengenal penyelenggara pem111han umum : g g

11. Badan Pengawas Pem111han Kabupaten Kabupaten Ogan Ihr selan_]utnya
dlsebut Bawaslu Kab-Ol, adalah panltla yang dlbentuk oleh Bawaslu Prov
Sum—Sel yang bertugas untuk mengawa31 penyelenggaraan Pem111han di

wﬂayah Kabupaten Ogan Ilir;

12. Pan1t1a Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya dlsebut Panwas
Kecamatan adalah pan1t1a yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Ogan
Ilir yang bertugas untuk mengawas1 penyelenggaraan Pemlhhan di w11ayah

i

kecamatan
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13. Pengawas Pemlhhan Lapangan yang selan_]utnya dlslngkat PPL adalah
_petugas yang dlbentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawa31

penyelenggaraan Pemlhhan di desa/ kelurahan

14, Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupat1 dan Wakil Bupat1

Kabupaten Ogan- Ihr yang telah memenuhl syarat dan d1tetapkan sebagal
peserta Pemlhhan ' '

15. Pemilih adalah penduduk yang berusia pahng rendah 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah / pernah kawm yang terdaftar dalam Pemlhhan 1

16. Daftar Permhh Sementara selanjutnya dlslngkat DPS adalah daftar Pem111h
| hasﬂ pemutakhlran DP4 dan daftar Pemilih pada pemlhhan umum ‘atau
Pemlhhan terakhlr : o Lo Y ‘ | ‘ !,

17. Daftar Pem111h Tetap, selanjutnya dlsmgkat DP’I‘ adalah daftar Pemilih | hasﬂ
pemutakhlranDPS B T A S e } 5

18. Tempat Pemungutan Suara yang selan_]utnya dlslngkat TPS adalah tempat

o dllaksanakannya pemungutan suara untuk Permhhan, o 1
10, Hanadalahhankalender R T N I n

D PRINSIP PENYELENGGARAAN

1 Pemlhhan dllaksanakan secara demokratls berdasarkan asas langsung,

umum, bebas raha31a, Jujur dan adil; - ‘ ‘
: 2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagalmana dlmaksud pada angka 1,

penyelenggara harus memenuhl prinsip : R s 1 ‘
mandm, ; | |
'fJu_]ur,I T S L R T T l | o <
;ad11, D
;berkepastlan hukum
tertib; ‘
,éterbuka,

proporsmnal

UQQ!"’.@;P*.O.U‘P’

. §profes1ona1
»akuntabel |
e efektlf dan
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1 : : ‘BaBI .~ ‘
| - TATA KERJA PENYELENGGARA : | L '
i DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN P |
AKPUKABUPATEN Lo e e e T 1 |
- Tugas, Wewenang ‘dan kewajlban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan
Pemilihan mehput1 5 : !
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- 1. Merencanakan program ‘dan anggaran ‘serta menetapkan _]adwal Pemlhhan

dengan berpedoman pada kebljakan KPU SR : ;

2. Menyusun dan menetapkan pedoman tekms untuk setlap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupa’u dan Wakll Bupat1 berpedoman pada
peraturan KPU | ‘ : '

3. Melakukan konsulta31 terkalt tahapan penyelenggaraan Pemlhhan kepada
KPU Prov1n51 Sumatera Selatan apab11a dlperlukan, o z ‘g

- 4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK PPS, dan KPPS dalam Pemlhhan

dengan berpedoman pada Keputusan ini;

S. Mengoordmamkan, menyelenggarakan dan mengendahkan seluruh tahapan
penyelenggaraan Pem1hhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dan berpedoman pada kebljakan KPU dan / atau KPU Prov1n51 Sumatera
Selatan; | | : ' |

6. Menenma daftar Pemlhh dan melakukan rekap1tu1a31 hasil . pemutakhlran
data Pem111h dan PPK dan menetapkan DPS '

7. Melakukan supervisi, a31sten31 pemantauan dan klanﬁkas1 kepada ‘PPK
| ‘PPS dan KPPS C | e | .
- 8. Melakukan b1mb1ngan tekms set1ap tahapan penyelenggaraan Pemlhhan
kepada PPK PPS, dan KPPS e ‘
o Menenma laporan penodlk laporan pertanggung]awaban dan laporan | has11
o Pemlhhan dari PPK, PPS, KPPS, dan PPDP; e o

e 10 Menyampalkan laporan v has11 Pemlhhan kepada Menteri 1yang
menyelenggarakan urusan pemerlntahan dalam negerl melalul Gubernur

" Provinsi Sumatera Selatan dan KPU melalul KPU Prov1n31 Sematera Selatan

: |
11. Menyampalkan laporan pertanggun.awaban penggunaan anggaran sesua1

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku : i
12. Menyampalkan laporan o pertanggun’awaban 1 semua ikegiatan
penyelenggaraan Pemlhhan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerlntahan dalam negen melalui Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

dan kepada KPU melalm KPU PI‘OVIIlSl Sumatera Selatan, ‘

13. Menyampalkan laporan perlodlk mengenal tahapan penyelenggaraan
Pemlhhan kepada Menteri - yang menyelenggarakan urusan pemermtahan
dalam negen melalui Prov1n51 Sumatera Selatan kepada KPU melalui KPU

PI'OVII‘ISI Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Bawaslu Provms1
Sumatera.Selatan e D EED :

! . . :
i

|
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14. Melaksanakan tugas wewenang dan kewajlban lam yang dlbenkan oleh KPU

- dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/ atau ketentuan peraturan
perundang—undangan yang berlaku : ;
15. Mengenakan sanksi admlmstratlf dan / atau menonaktlfkan sementara PPK,
PPS Sekretans KPU Kabupaten dan’ pegawai Sekretanat KPU Kabupaten

, yang terbukt1 melakukan tindakan - yang mengaklbatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

LRI
1. Tugas wewenang, dan kewa_]lban PPK, mehputl ‘ S RO ‘ |

a. i_Membantu KPU Kabupaten ‘dalam melakukan pemutakhlran ‘data
Pemilih, DPS, dan DPT;’ : ; .

b. iMembantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemlhhan,

!
1 Y o8 -.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemlhhan di tlngkat

B Kecamatan yang telah dltetapkan oleh KPU Kabupaten,
R d. ’Menenma dan menyampalkan daftar Pemlhh kepada KPU Kabupaten,
' é; iMenenma dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP
f. 'Mengumpulkan hasil penghltungan suara d1 TIPS dar1 seluruh PPS di
’Wllayah ker_]anya, ) : , SRR o
g. ‘Melakukan rekap1m1a31 has11 penghltungan suara dalam rapat yang

‘dlhadll‘l oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan

h. Mengumumkan hasil rekap1tu1as1 sebagalmana dlmaksud pada huruf g;

1. :Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagalmana dlmaksud pada

S o humf g kepada seluruh peserta Pem111han

j- ‘Membuat berita acara rekap1tu1as1 penghltungan suara serta membuat
sertlﬁkat penghltungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saks1

peserta Pemlhhan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten 1

k. Memndaklanjutl dengan segera temuan dan laporan yang dlsampalkan
oleh Panwas Kecamatan; “ : | |

1. Melakukan evalua31 dan membuat lanbfan ' seﬁap tahapan
penyelenggaraan Pem1hhan di wilayah keljanya, : ‘ | R

m. Melakukan verifikasi dan rekap1tu1a31 dukungan Pasangan Calon“‘

perseorangan, R |
n. Melaksanakan 5051a11sa81 penyelenggaraan Pemlhhan dan /atau yang‘
berka1tan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat

0. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajlban laJn yang dlbenkan

peraturan perundang—undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten ;
, 1 . ; , g
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2. ’I‘ugas Ketua PPK, mehputl

a. Mermmpln keglatan PPK o
b.: Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
c. Mengawas1 keglatan PPS ‘

d. Mengadakan koordlna51 dengan plhak yang d1pandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; ‘ R L 1

€. Menandatangam laporan hasil kegiatan penghltungan suara sementara

secara berkala, dengan manual dan/ atau elektronik; - ;

f. Menandatanganl berlta acara dan sertifikat rekap1tulas1 penghltungan

suara bersama—sama pahng kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta
dapat dltandatanganl oleh saksi yang mem111k1 surat mandat yang
dltandatanganl oleh Pasangan Calon

| e : g Menyerahkan 1 (satu) eksemplar sallnan berita acara - dan sertlfikat

' i rekap1tulas1 hasil penghltungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang
-~ saksi Pasangan Calon; SN |

- h. Melaksanakan keglatan lain yang dlpandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan pemlhhan sesuai dengan kebl_]akan yang d1tentukan
‘oleh KPU Kabupaten RO R ] ‘

1. Apablla ketua PPK berhalangan tugasnya dapat dllaksanakan oleh

salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota

3. ’l‘ugasanggotaPPK mel1put1 7 R ', 5 L ‘ ‘ g
a. ‘Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas | !

b. zMelaksanakan tugas sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—
‘ :undangan, dan Y f o | | | !
c. Membenkan pendapat dan ‘saran kepada ketua PPK sebaga1 bahan |

‘Zpertlmbangan

d. ‘Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung Jawab kepada
ketua PP i

C. PPS 1 |
- 1. ’I‘ugas wewenang dan kewajlban PPS, mehputl T
a. :‘Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhlran
data Pem111h DPS, daftar Pemilih hasil perbalkan, dan DPT Lo

Membentuk KPPS;

C. ‘Melakukan venﬁka31 dan rekapltula81 dukungan Pasangan Calon

perseorangan, »
i

1
!
i

i . :




d. Mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten melalul PPK

e. Melakukan blmblngan teknls kepada PPDP |

f. Mengusulkan kebutuhan petugas keterﬁban TPS kepada KPU
: Kabupaten melalui PPK; ' | ‘ ‘ |

' g. ‘-_ Menetapkan petugas ketertlban TPS dengan Keputusan PPS ‘

h. Melaporkan nama anggota KPPS PPDP dan petugas ketert1ban TPS d1
: mlayah kerjanya kepada KPU Kabupaten me1a1u1 PPK : i ,

i. Mengumumkan daftar Pemilih; | ' ' o |

j. ‘ Menenma masukan dari masyarakat tentang DPS;’

k. %Melakukan perbalkan dan mengumumkan hasﬂ perbalkan DPS;

1. Mengumumkan DP’I‘ yang dltetapkan oleh KPU Kabupaten

m.. Menyampalkan daftar Pem111h kepada PPK

n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemlhhan di tlngkat
desa yang telah dltetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK ' ‘

0. ‘Mengumpulkan has1l penghltungan suara dar1 seluruh TPS di wﬂayah
‘ker_]anya » - ‘ l

p- iMenJaga ‘ dan mengamankan keutuhan kotak suara sefcelah
'-penghltungan suara dan setelah kotak suara dlsegel ‘ |

q- “;Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang
‘;sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tldak
m em111k1 kewenangan membuka kotak suara yang sudah dlsegel oleh

T. 'Menlndaklanjutl dengan segera temuan dan laporan yang dlsampa1kan

‘oleh PPL

s. ‘Melakukan evaluasi dan membuat laporan : seﬁap tahapan
"penyelenggaraan Pemlhhan di wilayah kerjanya; | 5

t. Melaksanakan sos1ahsa31 penyelenggaraan PlellhaIl dan /atau yang
, vberkaltan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat ‘

u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemlhhan, kecuah dalam hal

penghltungan suara; ‘ ’ %

V. Melaksanakan tugas Wewenang, dan kewajlban lain yang d1ber1kan oleh

peraturan perundang—undangan KPU Kabupaten dan /atau PPK. 1

2. ’I‘ugas Ketua PPS, meliputi:
a. Memlmpln kegiatan PPS

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS

i
I
1
i
i
1
i
{
!
i




c. Mengawas1 keglatan KPPS

d. Mengadakan koordlna31 dengan p1hak yang dlpandang perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas o | 1
€. Menandatangam DPS dan DPS hasﬂ perba1kan ; | *,
f. -‘Memberlkan salman DPS hasﬂ perbalkan kepada yang mewakﬂl
-‘ Pasangan Calon di tlngkat Desa dan N B
g. ‘~ Melaksanakan kegiatan lain yang dlpandang perlu untuk kelancaran

',penyelenggaraan Pemlhhan sesuai dengan kebljakan yang dltentukan
oleh KPU Kabupaten. : : : Fe : - ;

h. ‘Apablla ketua PPS berhalangan tugasnya dapat dllaksanakan oleh
;salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota

3. ’I‘ugas anggota PPS, mehputl R
| o a. ;Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas, |
5 R b. ;Melaksanakan tugas sesua1 dengan peraturan perundang—undangan
L yang berlaku dan _ ' |

c. %Membenkan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebaga1 bahan

B flpertlmbangan“ D R A LE RS ' Co
d. -Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung Jawab kepada
_kctua PPS ;

‘C. KPPS

1. Tugas, Wewenang, dan kewajlban KPPS, mehputl Lo - | |
a. .Mengumumkan dan menempelkan DPT d1 TPS
b. iMenyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemlllhan yang hadlr dan PPL

1

~Melaksanakan pemungutan dan penghltungan suara di TPS

o

2

tMengumumkan hasﬂ pengh1tungan suara di TPS; o | ‘
€. ‘»'Menlndaklanjuu dengan segera temuan dan laporan yang dlsampa1kan
oleh sak31 _PPL, peserta Pem1hhan dan masyarakat pada ‘harl
pemungutan suara; ’ ' : ’ ’ |

f. Men_]aga dan mengamankan keutuhan kotak ‘suara $e£elah
.'penghltungan suara dan setelah kotak suara dlsegel | o ‘

g. Membuat berita acara: pemungutan dan penghltungan suara éerta
membuat sertifikat penghltungan ‘suara dan Wajlb menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemlhhan, PPL dan PPK melalui PPS;

h. Menyerahkan hasil penghltungan suara kepada PPS dan PPL

|
|
-
b
‘
i
i
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i

. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi- surat suara dan sertlﬁkat
- hasil penghltungan suara kcpada PPK melalul PPS pada han yang sama,

. Melaksanakan tugas Wewenang, dan kewa_]lban lain yang d1ber1kan oleh

” peraturan perundang—undangan, KPU Kabupaten PPK dan/ atau PPS

2. Tugas ketua KPPS dala:n pers1apan penyelenggaraan pemungutan suara

dan penghltungan suara adalah

a.

o,

A

f

g.

a.

b.

' kepada anggota KPPS dan petugas ketertlban TPS;

Mengumurnkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

’ étmgkat desa; o AR

l 1

5Member1 penjelasan ‘tentang tugas tugas - yang harus dllaksanakan

.
|
|
|

!

. Menandatanganl surat pembentahuan untuk memberlkan suara kepada :
1Pem1l1h pada DPT; ‘

iMenyampalkan sahnan DPS kepada yang mewaklh peserta Pemlhhan d1.

iMernlmpln keglatan penylapan TPS; dan |

iMener1ma sak51 yang ‘memiliki surat mandat yang d1tandatangan1 oleh
: Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon |

’I‘ugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara d1 TPS adalah

. ?;Memlmpln keglatan KPPS ‘

a
b. E'Memlmpln pelaksanaan keglatan pemungutan suara,

Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu

‘Memandu pengucapan sumpah / _]anjl para anggota KPPS dan sak51 yang
hadlr !

N

Menandatangam berlta acara - bersama—sama pahng kurang 2 (dua)

i

orang anggota KPPS; : - : o | . . ‘
Menandatangam t1ap lembar surat suara; dan e | |

Mengakhn'l keglatan pemungutan suara tepat waktu

'I‘ugas ketua KPPS dalam rapat penghltungan suara d1 TPS adalah ’1

Mermmpln pelaksanaan penghltungan suara,

Menandatangam berita acara dan sertifikat hasﬂ penghltungan suara
bersama—sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat

v d1tandatangan1 oleh saksi yang mem111k1 surat mandat dari peserta'

Pemlhhan atau ketua tim kampanye; = o . ' 1

Memberlkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasﬂ
pengh1tungan suara kepada saksi Peserta Pemlllhan, PPL dan 1;‘PPK
melalulPPS . o AR : TR |

!
I .
l
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d Menyerahkan hasﬂ penghltungan suara kepada PPS dan PPL

Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi. surat suara, sertlﬁkat
hasﬂ penghltungan suara dan alat kelengkapan pernungutan suara
: kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat
:i pengawalan darl petugas ketertlban TPS.. '

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS
mela1u1 ketua PPS;

6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; 3

- T. Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS bertanggung jawab kepada
ketuaKPPS frf \ BRI S ‘ g
. BABW e ‘
PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS ]

‘ A Syarat untuk menjadl anggota PPK PPS dan KPPS adalah sebaga1 benkut

1. Warga negara Indonesm _ SR .
o2 Berusia palmg rendah 17 (tujuh belas) tahun

- 3. Setla kepada Pancasﬂa sebagai. ‘dasar ‘Negara, Undang—Undang Dasar

‘i E

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repubhk
_Indonema, maneka Tunggal Ika, dan cﬂ:a—mta Proklama31 17 Agustus
1945; §; CR R B R ERS LA S TS A I

| 4. Mempunya1 1ntegr1tas pnbadl yang kuat Ju_]ur dan ad11 -

5. Tidak menjadl anggota Parta1 Politik yang d1nyatakan dengan surat

' pernyataan yang sah atau sekurang—kurangnya dalam _]angka waktu 5
(hma) tahun tidak lagi men_]adl anggota Partal P011t1k yang dlbuktlkan
dengan surat keterangan dari pengurus Partal Pohtlk yang bersangkutan

6. Berdom1s1h dalam wﬂayah kerja PPK PPS dan KPPS; ‘ ‘
7. Mampu secara jasmani dan roham dan bebas dan penyalahgunaan
narkotlka ‘ v i R |
8. Berpendldlkan pallng rendah sekolah lanJutan tlngkat atas atau sederajat
o Tidak pemah d1p1dana pen_]ara berdasarkan putusan pengadllan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. karena melakukan tlndak pldana yang
dlancam dengan p1dana pen_]ara S (hma) tahun atau 1eb1h .
10. Tldak pernah dlberlkan sanks1 pemberhentlan tetap oleh KPU Kabupaten
] atau DKPP | : o T F
11. Belum pernah men_]abat 2 (dua) kah sebaga1 anggota PPK PPS dan KPPS

secara berturut—turut

12. Tidak berada dalam 1katan perkawman dengan sesama Penyelenggara
Pemilu. | e :

|
i
i
|
1
b
1
1
]

L
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. Dalam hal persyaratan usia pahng rendah 17 (tuJuh belas) tahun bag1 KPPS
tidak d1penuh1 di wilayah/ lokas1 TPS yang bersangkutan maka anggota KPPS
dapat d1amb11 dari desa terdekat v

. Dalam hal persyaratan pendldlkan pahng rendah sekolah lanJutan tlngkat

~atas atau sederajat sebaga1mana d1maksud dalam Huruf A angka 8 bagi | KPPS

tldak dlpenuhl, maka dapat dllSl oleh orang yang mempunya1 kemampuan

dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhltung d1bukt1kan dengan

surat pernyataan ‘ | ' | |

. Penghltungan 2 (dua) kali masa Jabatan sebagalmana dlmaksud dalam Huruf

A angka 1 1’ ya1tu telah menjabat sebaga1 anggota PPK, PPS dan KPPS 2 (dua

kali penode secara berturut—turut dalam pelaksanaan Pemlllhan Umum DPR :
DPD dan DPRD Pemilihan Umum Premden dan Wakil Premden Pemlhhan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupat1 dan Wakil Bupati dan/ atau Wah Kota

dan Wak11 Wah Kota dengan penodlsam sebaga1 benkut

a. Periode Pertama d1mu1a1 pada tahun 2004 hlngga tahun 2008

b Perlode Kedua dimulai pada tahun 2009 hlngga tahun 20 13 dan

c. Periode Ketlga d1mu1a1 pada tahun 2014 h1ngga tahun 2018

d. Periode Keempat d1mu1a1 pada tahun 2019. ‘
. Dalam hal persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Huruf A angka 11 tldak
dapat d1penuh1 KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan perguruan t1ngg1

,Jembaga pend1d1kan atau lembaga profem untuk rekrutmen anggota PPK‘ PPS

\

dan KPPS yang memenuhi persyaratan dengan mekamsme

a. KPU Kabupten memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam
seleksi terbuka tidak memenuh1 ketentuan 2 (dua) kali: _]umlah yang
d1butuhkan, o } ‘

b. KPU Kabupaten memutuskan perguruan tinggi lembaga pendldlkan atau
lembaga profe31 yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk
memmta 2 (dua) kali Jumlah nama calon yang d1butuhkan | ‘

C. Melakukan Venﬁka51 untuk memastlkan calon anggota PPK PPS 5dan ‘
KPPS memenuhl persyaratan sebagalmana dlmaksud dalam keputusan
in; | o

d. Melakukan wawancara terhadaf daftar ‘nama yang dlbenkan oleh‘

perguruan tinggi Iembaga pend1d1kan atau lembaga profe31 sebagalmana
dlmaksud huruf b; ‘ !

e Mengurutkan peringkat calon anggota PPK PPS dan KPPS berdasarkan
wawancara dan menetapkan anggota PPK PPS dan KPPS berdasarkan

penngkat tersebut dan
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f KPU Kabupaten mengurnumkan anggota PPK PPS dan KPPS berdasarkan
' has11 koord1nas1 dengan perguruan tinggi lembaga pendldlkan atau
lembaga profem dan “hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan
keterangan proses selek81 yang dilakukan. 1
F. Persyaratan sebagalmana d1maksud dalam Huruf A angka 12 adalah | t1dak
berada dalam satu ikatan perkawman antara sesama Anggota KPPS PPS dan
PPK antara Anggota KPPS PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, , KPU
Prov1n51/ KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota, antara Anggota KPPS PPS,
dan PPK dengan Anggota ‘Bawaslu, Bawaslu Prov1n81 dan Bawaslu di

Kabupaten/ Kota serta antara Anggota KPPS PPS dan PPK dengan Anggota

1
G. Kelengkapan persyaratan sebagalmana dlmaksud dalam Huruf A sampa1

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. . T ‘ , '}

dengan Huruf F, meliputi: , o » |
1. Fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektromk SR R 1

2. fotokopl 1Jazah sekolah lanjutan tlngkat atas / sedera_]at atau 1_]azah terakhlr
.yang dllega11s1r oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari

lembaga pend1d1kan formal yang- menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedang menjalam pendldlkan sekolah menengah atas / sedera_]at

- 3. surat pernyataan yang bersangkutan
a. setia kepada Pancasﬂa sebagal dasar Negara, Undang—Undang Dasar,
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repubhk
Indonesm, maneka ’I‘unggal Ika dan cﬂ:a—mta Proklamasi 17 qustus

; 1945 ﬂ . _,._ , R LT ﬂ

b. tldak men_]adl anggota Partai P011t1k pahng smgkat dalam Jangka waktu 5
(hma) tahun , , ‘ ‘ !

C. tldak pernah d1p1dana penjara berdasarkan putusan pengadﬂan yang
telah memperoleh kekuatan  hukum tetap. karena melakukan tlndak
p1dana yang dlancam dcngan pidana penJara 5 (hma) tahun atau
lebib; - | |

d. bebas dan penyalahgunaan narkot1ka,

, : , |
e. tldak pernah dlberlkan sank51 pemberhentlan tetap oleh KPU / KIP
Kabupaten/ Kota atau DKPP apablla pernah menJad1 anggota PPK PPS
~dan KPPS pada Pemlhhan Umum atau Pemilihan; '
f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebaga1 anggota PPK PPS dan KPPS :
dan 1 5 o ~ R . s

g. tldak berada dalam 1katan perkawinan dengan sesama Penyelenggara
I
Pemilu; o D ' o : i |
t 1

i
i
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| -bermatera1 cukup dan dltandatangam sesua1 contoh pada forrnuhr dalam
| Lamplran yang merupakan baglan tidak terplsahkan dari Keputusan ini;
4. "Surat keterangan kesehatan dar1 Puskesmas atau Rumah Saklt setempat

|

s BABIV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN A

|
|
i

A KEDUDUKAN SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pem111han d1 tlngkat kecamatan dlbentuk PPK

2. PPK sebaga1mana dlmaksud pada angka 1 berkedudukan di 1bukota
kecamatan ' : ‘

l

- 3. rHak keuangan anggota PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 1 d1h1tung
sesuai dengan Waktu pelaksanaan tugasnya R '" ‘ ;
A I 4. Anggota PPK berjumlah S (hma) orang yang memenuh1 syarat berdasarkan
[ peraturan perundang—undangan .
S. Komp03131 keanggotaan "PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 4
memperhatlkan keterwakﬂan perempuan pahng sed1k1t 30% (tiga puluh

persen)

'+ 6. Dalam men_]alankan tugasnya PPK dlbantu oleh Sekretanat yang d1p1mp1n

oleh Sekretarls dar1 Pegawa1 Negen Sipil yang memenuhl persyaratan

1

T Sekretans sebagaunana dlmaksud pada angka 6 d1bantu 2 (dua) orang staf
'Sekretanat ij_ ‘ '; ; Lo oL o i T 3 f}
- 8. Susunan keanggotaan PPK terd1r1 atas | |

1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan B

b 4 (empat) orang anggota o _ , {
9, Ketua PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 8 huruf a, d1p111h dan dan
‘oleh anggota PPK. ’ ' ’ ‘

l

B. PEMBENTUKAN PPK : . : ‘
1. Anggota PPK sebagalrnana d1maksud dalam Huruf A angka 4 dlangkat dan
' d1berhent1kan oleh KPU Kabupaten ' '

1
- 2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dlbentuk oleh KPU
Kabupaten palmg lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan

d1bubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

3. Dalam memlhh calon anggota PPK sebagalmana ‘dimaksud pada angka 2,
KPU Kabupaten melakukan tahapan keglatan mehputl

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK; e 5

b. Menenma pendaftaran calon PPK e ’ s




C. Melakukan penehtlan admlmstra31 calon anggota PPK
d Mclakukan seleks1 tertuhs calon anggota PPK;

e; Melakukan wawancara calon anggota PPK;

f. Pengumuman hasil selek51 calon anggota PPK.

4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran selek81 ca]on
anggota PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 3 huruf a.

S. Pengumuman pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada angka 4 dllakukan
di tempat—tempat yang mudah dijangkau atau dlakses pubhk ‘

6. KPU Kabupaten menenma pendaftaran calon anggota PPK sebagalmana
dlmaksud pada angka 3 huruf b. ‘ ' '

7. Pendaftaran ~calon . anggota . PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 6

dllakukan bdengan menglnmkan dokumen syarat pendaftaran seJumlah 2

!

(dua) rangkap yang terdm dan .
a 1 (satu) dokumen asli yang dlserahkan kepada KPU Kabupaten dan

b. 1 (satu) dokumen sallnan / fotokop1 sebagal ar31p calon PPK !
: B

8. KPU Kabupaten melakukan penehtlan admmlstra51 kelengkapan persyaratan

calon anggota PPK sebagaimana dlmaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu)
hari setelah masa pendaftaran berakhir. |

- 9. KPU Kabupaten mengumumkan hasﬂ penehtlan admlnlstras1 kelengkapan

persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah dlakses publik.
.  10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi admlmstra81 sebaga1mana dlmaksud
| pada angka 9, menglkutl seleks1 tertuhs ' |
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertuhs sebagalmana dunaksud
| pada angka 10 untuk calon anggota PPK 3 (tlga) hari se_]ak pengumuman
has11 pene11t1an admm1stras1 - ' “‘
12. Selek31 tertuhs sebagalmana dlmaksud pada angka 11 dﬂaksanakan dalam
‘ Wllayah kabupaten setempat g . _ .
'13. Materi selek31 tertulis sebagalmana dlmaksud pada angka 10, mehput1
a. Epengetalhuan tentang Pem111han yang mencakup tugas, wewenang dan
ikewa']lban PPK, pene11t1an syarat dukungan Pasangan Calon
Zperseo'rangan, teknis pernungutan suara, pengh1tungan perolehan suara
..dan rekap1tu1a31 penghltungan perolehan suara, L
b. ipengetahuan kewilayahan. S ,
14 KPU Kabupaten menylapkan rnaterl selek31 tertuhs sebagalmana dlmaksud
| pada angka 13. e L : ‘ |
J

I
i
§
i
i
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15. KPU Kabupaten menetapkan pahng banyak 10 (sepuluh) orang calon
anggota PPK yang lulus seleks1 tertuhs sebagalmana dlmaksud pada angka
11 i
16. KPU Kabupaten mengumurnkan hasﬂ seleksi tertuhs sebagalmana dunaksud '

pada angka 15 di tempat yang mudah diakses.

-17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang

lulus selek81 tertulis sebagalmana dlmaksud pada angka 15.

?
| |

' | 18. Maten selek51 Wawancara sebagalmana dimaksud pada angka 17 mehputl
a. Rekam Je_]ak calon anggota PPK; S R | - ‘
b. 'ﬁpengetahuan tentang Pemlhhan, yang mencakup tugas wewenang, dan
: kewajlban PPK, penehtlan syarat dukungan Pasangan Calon

:perseorangan, teknis pemungutan suara penghltungan perolehan

I o : suara dan rekap1tu1as1 penghltungan perolehan suara, i
C. klanﬁka31 tanggapan masyarakat C _ T = : :

'19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan

hasil seleks1 wawancara sebagalmana dlmaksud pada angka 17

20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagalmana dlmaksud pada angka

- 19, dllakukan pahng ‘lama 7 (tuJuh) hari seJak d11aksanakan seleks1

wawancar a
!

21. Dalam hal tldak terpenuhlnya _]umlah calon anggota PPK Sampa1 dengan ‘
| -akhir masa pendaftaran KPU Kabupaten dapat berkoord1nas1 dengan
‘ lembaga/ organlsas1 kcmasyarakatan atau lembaga profes1 untuk memenuhl

_]umlah calon anggota PPK dlmaksud

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

L Rapat PPK dlselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK | ‘

2. Setlap anggota PPK mempunya1 hak dan kesempatan yang sama untuk
' membenkan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagalmana dlmaksud
pada angka 1. _ ‘ .

- 3. Setlap anggota PPK Wa_]lb melaksanakan ? secafa konsekuen 'dan
bertanggung Jawab terhadap semua has1l rapat PPK sebagalrnana d1rnaksud

~ pada angka 1. : : i '

4. Rapat PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 1: dlnyatakan sah, apab11a
d1had1r1 pahng kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang d1bukt1kan dengan
daftarhadlr , S SRR . F ; _ |

5. Keputusan rapat PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 4 dmyatakan sah,
apabila dlsetu_]ul pallng kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadlr

x
|
|
I
4
i
t
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6. ‘Dalam hal tldak tercapa1 persetu_]uan dldalam rapat PPK sebagmmana
‘ dlmaksud pada angka 5, keputusan PPK d1amb11 berdasarkan suara
'terbanyak‘ 2 ‘ |
BAB v L

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

|
1
; .
!
)
i

A. KEDUDUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN S : b :
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa dibentuk PPS

- 2. PPS sebagalmana d1maksud pada angka 1 berkedudukan di desa. ;
3. Hak keuangan anggota PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1 d1h1tung

sesual dengan waktu pelaksanaan tugasnya ‘

4. Anggota PPS beljumlah 3 (tlga) orang yang mcmenuhl syarat berdasarkan ‘

o peraturan perundang—undangan

| .~ 5. Dalam menJalankan tugasnya PPS d1bantu oleh sekretarls dan staf
Sekretarlat PPS

6. Susunan keanggotaan PPS terd1r1 atas
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan .
b. 2 (dua) orang anggota o . |
7. Ketua PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 6 huruf a d1p111h dan dan

oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS
1. Anggota PPS sebagalmana dlmaksud dalam Huruf A angka 4 dlangkat dan

dlberhentlkan oleh KPU Kabupaten |
2. Anggota PPS sebaga1mana dlmaksud pada angka 1 dlbentuk oleh KPU |

_ Kabupaten pahng lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan

d1bubarkan pahng lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

3. Dalam memlhh calon anggota PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 2,
KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan mehputl

i
i

mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;.

o P

menenma pendaftaran calon PPS

melakukan penehtlan admlmstra31 calon anggota PPS

0

melakukan seleksi tertuhs calon anggota PPS; .
e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
f. mengumumkan has1l seleksi calon anggota PPK

4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran selek31 calon

anggota PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 3 huruf a.

f B
l L
E
|
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16.
17,

18.

10.

11.

~12.

13.
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. Pengumuman pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada angka 4 dllakukan

di tempat yang mudah dljangkau atau dlakses publik.:

KPU Kabupaten menenma pendaftaran calon anggota PPS sebagaJmana

dlmaksud pada angka S. !

Pendaftaran calon anggota PPS sebagalmana d1maksud pada angka 6
dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagalmana
dlmaksud dalam BAB III Huruf G se_]umlah 3 (tiga) rangkap yang terd1r1
atas: z

a. 1 (satu) dokumen asli yang dlserahkan kepada KPU Kabupaten ‘
b. 1 (satu) dokumen sallnan /fotokopl yang dlserahkan kepada PPK; dan

c. 1 (satu) dokumen sahnan / fotokopl sebagal ar31p PPS ' ;
KPU Kabupaten melakukan - penelitian admlnlstra81 kelengkapan
persyaratan calon anggota PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 3 huruf

c, pahng lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir. |

KPU Kabupaten mengumumkan hasil penehtlan admlnlstra31 kelengkapan
persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah dlakses publik.

Calon anggota PPS yang lulus seleksi admlnlstras1 sebagalmana dlmaksud .
pada angka 9 mengikuti selekS1 tertuhs o '

KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertuhs sebagalmana dlmaksud

pada angka 10 untuk calon anggota PPS, pahng lama 3 (tlga) hari se_]ak

: pengumuman hasil penehtlan admlnlstra81

Selek31 tertuhs sebaga1mana dlmaksud pada angka 1 1 dllaksanakan dalam
Wllayah daerah kabupaten / kota setempat ' '

Materl selek31 tertulis sebagalmana dlmaksud pada angka 10, berupa
pengetahuan tentang Pem111han yang mencakup tugas wewenang, dan

kewa_]lban PPS.

KPU Kabupaten menylapkan mater1 seleks1 tertuhs sebaga1mana dlmaksud

pada angka 13.

KPU Kabupaten menetapkan palmg banyak 6 (enam) orang calon anggota
PPS yang lulus seleksi tertuhs sebagalmana dimaksud pada angka 11.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi. tertuhs sebagalmana

dlmaksud pada angka 15, d1 tempat yang mudah dlakses »
KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS

yang lulus selek31 tertuhs sebaga1mana d1maksud pada angka 15.
Materi seleks1 wawancara sebagalmana dlmaksud pada angka 17 mehputl

a. rekam Je_]ak calon anggota PPS




|

o
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b.. pengetahuan tentang Pemlhhan yang mencakup tugas, wewenang, dan
kewajlban PPS; dan | |

C. klal'lfikaSI tanggapan masyarakat

- 10. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS bcrdasarkan

has11 selek31 wawancara sebagmmana dlmaksud pada angka 17

-20. Pengumuman hasil selek31 Wawancara sebagalmana dlmaksud pada angka
dllakukan pahng lama 7 (tuJuh) hari seJak dllaksanakan selek51

wawancar a

‘21, Dalam hal ‘tidak terpenuhlnya _]umlah calon anggota PPS sampa1 dengan
akhir masa pendaftaran KPU Kabupaten dapat berkoordmas1 dengan
lcmbaga/ organlsa31 kernasyarakatan atau lembaga profem untuk memenuh1

‘ _]umlah calon anggota PPS dlmaksud | |
B PENGAMBILANKEPUTUSAN ) " N I DR
1. Rapat PPS d1se1enggarakan atas kesepakatan anggota ‘ Lo
2. Setiap anggota PPS mempunya1 hak dan kesernpatan yang sama untuk
membenkan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagalmana dlrnaksud

pada angka 1.

3. Setiap anggota PPS Wa_]lb melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua has11 rapat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka

lr

4, Rapat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1 d1nyatakan sah apab11a

- dihadiri palmg kurang 2 (dua) orang ‘anggota PPS yang dibuktikan dengan
daftar hadlr ’ ' , 4 L B ‘
5; Keputusan rapat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 4 dlnyatakan sah,
apablla d1setuJu1 palmg kurang 2 (dua) orang anggota yang had1r | ‘
% FE | 'BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN ‘

L KPPS berkedudukan diTPS. SR | ’ \
2. ,Anggota KPPS sebaga1mana dlmaksud pada angka 1 beljumlah 7 (tu_]uh)
| orang yang berasal dari anggota masyarakat dlsekltar TPS yang memenuhl
syarat sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Anggota KPPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1 terdln dar1

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan

b. 6 (enam) orang anggota , o S :

|

=
R

l
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4. Ketua KPPS sebagalmana dlmaksud pada angka 3 huruf a d1p111h dan dan‘

B. PEMBENTUKAN KPPS

1.

RINE

Al SEKRETARIAT PPK

1.

 Warga (RW) yang bersangkutan

‘ dengan '

a. T§Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan o

oleh anggota KPPS l
KPPS dlangkat dan dlberhentlkan oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten : Lo ’ . et o ‘ _

Pengangkatan anggota KPPS sebagalmana dimaksud pada angi<a 1
memperhatlkan sumber daya manu81a dan Rukun Tetangga (RT) / Rukun

Pengangkatan dan pemberhentlan anggota KPPS sebagmmana dlmaksud
pada angka 1 wa_]lb dllaporkan kepada KPU Kabupaten

. BABVI |
| KESEKRETARIATAN

Dalam melaksanakan tugasnya PPK dlbantu Sekretarlat yang dlplmpm oleh

seorang Sekretans dar1 Pegawai Negen Slpll yang memenuhl persyaratan

Sekretans PPK d1bantu 2 (dua) orang staf Sekretanat PPK

Staf Sekretanat PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 2 adalah bantuan
dan fas1htas pemermtah daerah. | ‘

Syarat untuk menjadl staf Sekretanat PPK sebagalmana dlmaksud pada
angka 1, mehput1 ‘ o e : '

a. tidak pernah duatuhl sank31 dlSlplln pegawal,

b. mdependen dan tldak berplhak : e

c. sehat Jasmam dan roham 2

d. mempunya1 pangkat dan golongan pahng rendah 1§ b

Kelengkapan persyaratan sebagalmana dlmaksud pada angka 4, dlbuktlkan

!
i

i

1) tldak pernah duatuhl sank31 dlslphn pegaweu, : .

‘ 22) 1ndependen dan tidak berplhak o ot ’ ‘
%3) sehat Jasmanl dan. rohanl o A ‘ '

b. {Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan

PPK berkonsulta51 dengan Sekretans Daerah Kabupaten Ogan Ilir mela1u1
KPU Kabupaten Ogan “Ilir dalam mengusulkan Sekretans dan staf
Sekretanat PPK sebagalmana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

l
3
|




7. PPK melalul KPU Kabupaten Ogan Ihr mengusulkan 3 (tlga) nama ' calon
Sekretans PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretanat PPK sebagalmana
dlmaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupat1 Kabupaten Ogan Ilir
untuk selan_]utnya d1p111h dan d1tetapkan 1 (satu) nama sebaga1 Sekretans
PPK dengan Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Iir. - o 1

8. Sekretans dan staf Sekretanat PPK sebagaimana dlmaksud pada anéka 7
dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 Kabupaten Ogan Nir.

9. Pembaglan tugas staf Sekretanat PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 2
mehputl Lo

i

1 (satu) orang staf Sekretarlat urusan tekms penyelenggaraan, dan

1 (satu) orang staf Sekretarlat urusan tata usaha keuangan dan loglstlk

Pemlhhan

” -+ 10. Masa tugas Sekretarlat PPK sebaga1mana dlmaksud pada angka 1 sama

dengan masa tugas PPK.
11. ’I‘ugas sekretarls PPK sebagalmana dlmaksud pada angka 1, mehput1
L a. . membantu pelaksanaan tugas PPK
b. ‘memlmpln dan mengawa31 kegiatan Sekretarlat PPK;
c. I melaksanakan tugas yang dltentukan oleh PPK; dan ’
d. membenkan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

12, Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana _dimaksud pada angka 11,
sekretans PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK

13. Staf Sekretarlat PPK urusan tekms penyelenggaraan sebagalmana dlmaksud

pada angka 9 huruf a mempunyal tugas menylapkan tekms
penyelenggaraan Pemlhhan S ’ e | |
'14. Staf Sekretanat urusan tata usaha, keuangan, dan loglstlk | pem{lihah
sebagalmana dlmaksud pada angka 9 huruf b mempunyal tugas
menylapkan segala urusan tata usaha, pemblayaan, admlnlstra31 PPK dan
pertanggun.awaban keuangan, dan menylmpan buktl kas: pemblayaan
, Pemlhhan untuk keglatan PPK, dan menylapkan perlengkapan permhhan

beserta kelengkapan administrasi.’
| : : . |
15. Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada angka 13 dan

angka 14 staf Sekretanat bertanggung _]awab kepada Seln"etans PPK.

B SEKRETARIAT PPS P ‘
1. Dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretanat ‘yang
d1p1mp1n oleh seorang sekretans PPS ya_ng ‘berasal darl pegawa.l desa.

'7.

i
|
|
i

A T
!
|
|
|
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2. ’iSekretans PPS dlbantu 2 (dua) orang staf Sekretarlat PPS

3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/ lurah untuk menugaskan

» pegawamya sebagai anggota Sekretarlat PPS sebagalmana dlmaksud pada
~ angka 1. : : !

4. Syarat untuk menjadi sta_f Sekretanat PPS sebagalmana dlmaksud pada
angka 1 mehputl ' R ; '

a.. tldak pernah dljatuhl sanksi dlslphn pegawal |
b. 1ndependen dan tidak berpihak; |
c. sehat jasmani dan rohani. : : : ‘
5. Kelengkapan persyaratan sebagalmana dlmaksud pada angka 3, dlbuktlkan

dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan

a. tldak pernah dljatuhl sanksi dlSlpllI‘l pegawal,

b.. 1ndependen dan tidak berplhak ‘ B

B A sehat jasmani dan rohani. = ;

| 6. Sekretarls dan staf Sekretarlat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1

- d1p111h dan dltetapkan dengan Keputusan kepala desa/ lurah. : : g

l

- 7. Pembaglan tugas staf Sekretanat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 2

adalah: | | SR

a. 1 (safu) orang staf Sekretarlat urusan tekms penyelenggaraan Pemlhhan,

b. 1 (satu) orang staf Sekretarlat urusan tata usaha keuangan dan IOgIStlk
Permhhan : :

8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1 sama
‘ dengan masa tugas PPS. ~

9. Tugas sekretans PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1, mehputl

. :membantu pelaksanaan tugas PPS

a H
b. mermmpm dan mengawa31 keglatan Sekretariat PPS dan
C. Tmelaksanakan tugas yang dltentukan oleh PPS l
d.

-membenkan pendapat dan saran kepada Ketua PPS

10. Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada angka 9
sekretans PPS bertanggung]awab kepada PPS melalui ketua PPS. @

11. Staf Sekretarlat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagmmana dlmaksud
pada angka 7 huruf ‘a mempunya1 : tugas menylapkan tekms
penyelenggaraan Pemlhhan ‘ ‘

12. Staf Sekretarlat urusan tata usaha, keuangan, dan loglstlk Pem1hhan
sebagalmana dimaksud pada angka 7 huruf b mempunyai tugas
menylapkan semua urusan tata usaha, pemblayaan, administrasi PPS dan
pertanggun.awaban keuangan, dan menylmpan bukt1 kas pemblayaan

pemlhhan untuk kegiatan PPS, dan menylapkan perlengkapan pemlhhan
beserta kelengkapan administrasinya. -

- 13. Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada angka 11 dan 12,
: staf Sekretarlat PPS bertanggun’awab kepada Sekretans PPS

l
l
k - : . " H i
l ‘ ‘ ‘ . ‘ |
\ ‘ !

i
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3 ; v | BAB VIII ,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN

‘ PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
A. PPDP ‘ ‘ ' ‘

1. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhlran \data
fPemlhh o : ' ' .

1

2. PPDP sebagalmana dlmaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus

Rukun Tetangga (RT), yang dlusulkan oleh PPS yang bersangkutan

3. PPDP sebagalmana dlmaksud pada angka 2 dlangkat dan dlberhentlkan
‘ dengan Keputusan KPU Kabupaten _ o : _ |
4. PPDP sebagalmana dlmaksud pada angka 3 berjumlah : - x
| a. 1 (satu) orang untuk setlap TPS dengan Jumlah Pemlhh sampa1 dcngan
| ‘;400 (empat ratus) orang; dan ' ,. 7 ,' ; - ;
b. ‘kpahng banyak 2 (dua) orang untuk set1ap TPS dengan Jumlah Pemlhh
' «1eb1h dan 400 (empat ratus) orang o ‘ R : : ‘1
. 5. ’l‘ugas wewenang dan kewajiban PPDP mehputl ; ; R ‘ §
a embantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhlran data
Pemlhh v : ‘ |

b. menerlma data Pemlhh dar1 KPU Kabupaten mela1u1 PPK dan PPS;

C. melakukan pemutakhlran data Pemilih;

d. melakukan pencocokan dan penehtlan data Pemlhh 7

€. mendatang1 Pem111h untuk melakukan pencocokan dan penehtlan,

f. memberlkan tanda buktl terdaftar kepada Pemlhh dan menempelkan
tanda khusus pada rumah Pem111h dan ' | | ‘

g. membuat dan rnenyampalkan rekap1tu1a31 hasﬂ pencocokan dan‘

penehtlan kepada PPS.

: B PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | |

1. Petugas ketertlban TPS bertugas membantu KPPS untuk men_]agal

ketenteraman, ketertiban dan keamanan d1 lokasi TPS

2. Petugas ketertlban TPS sebagalmana dlmaksud pada angka 1 pahng |
banyak beljumlah 2 (dua) orang B S

.3. | PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertlban sebagalmana
dlmaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada PPK. ’ ‘

4 PPK meneruskan usulan PPS sebagalmana dlmaksud pada angka 3 kepada

KPU Kabupaten

.l
\
]:
[
|
1

[ : ‘
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5. v@U Kabupaten menyampalkan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas"
keteruban - pada tiap TPS di seluruh w11ayah Kabupaten Ogan Ilir
sebaga1mana dlmaksud pada angka 4 kepada Bupat1 Kabupaten Ogan Ihr

- 6. KPU Kabupaten menyampalkan nama petugas ketertlban TPS dari Bupau
Bantul kepada PPS : ' '

A

7. PPS menetapkan petugas ketertlban TPS sebagalmana dlmaksud pada
angka 6 dengan Keputusan PPS : ' '

ﬁ H

BAB IX

|
!

! ) . N X i
k - ; |
H B i
1
1

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS ! -
AANGGOTAPPK : - : o o
1. Anggota PPK berhent1 antarwaktu karena |
| a. ‘memnggal dunia; . L oy N w
~b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat d1ter1ma | i
c. berhalangan tetap lalnnya atau

d. ‘dlberhentlkan sementara

2; vAnggota PPK dlberhentlkan sementara sebagajmana dlmaksud pada angka
1 huruf d apablla

o
L

tldak lag1 memenuh1 syarat sebaga1 anggota PPK;

b’ melanggar sumpah / _]an_]l Jabatan dan/ atau kode et1k ;. : \
o c.k tldak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tlga) bulan secara berturut—
| turut tanpa alasan yang sah : SRR N ' ‘

d. dl_]atuhl pldana pen_]ara berdasarkan putusan pengadllan yang telah
, memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pldana

yang dlancam dengan pldana penjara S (ima) tahun atau leb1h

e. d1_]atuh1 pldana berdasarkan putusan pengadllan . yang ‘télah‘
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan t1ndak pldana‘
: pem111han umum; ' ' ! ‘ ‘

f. tldak menghadm rapat pleno yang menjadl tugas dan kewa_]lbannya‘
’ selama 3 (tlga) kali berturut—turut tanpa alasan yang jelas; atau
g. melakukan perbuatan yang terbukti- menghambat KPU Kabupaten‘

dalam *mengambll keputusan dan penetapan sebagalmana ketentuan‘

peraturan perundang—undangan

3. Pemberhentlan sementara anggota sebagalmana dlmaksud pada angka 1
dan angka12 dllakukan oleh KPU Kabupaten '

3

l
I
|
b
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|
|
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Penggantlan antarwaktu PPK yang berhent1 sebagalmana dlmaksud pada
angka 1 dllakukan oleh KPdcU Kabupaten Bantul dengan ketentuan
anggota PPK dlgantlkan oleh calon anggota PPK atau menun_]uk masyarakat

‘ setempat yang memenuh1 persyaratan S A SR 1

Tata cara pemberhentlan sementara anggota PPK sebagalmana dlmaksud

pada angka 3 dllakukan dengan tahapan mehputl
a. menenma laporan,
b. menehtl materi laporan, -

C. melakukan klanﬁkas1

d. melakukan kajian dan fnengémbll keputusan | S 5
KPU Kabupaten meneliti materl laporan dan membuat nngkasan i hasil
penehtlan sebagalmana dlmaksud pada angka 5 huruf b. L
Dalam melakukan klanﬁka51 sebagmmana dlmaksud pada angka 5 hu‘ruf c,
KPU Kabupaten dapat

a. menggah mencari dan menerlma masukan dari berbaga1 pihak untuk

~ k:kelengkapan dan keJelasan pemaham laporan, E

‘b memanggll para plhak

c. memmta bukti- bukt1 pendukung, dan B 7‘ ' E N w
d. melakukan koordlna31 dan/atau mehbatkan Panwaslu Kabupaten |
Berdasarkan hasil penehtlan dan klarlﬁkas1 sebagalmana dlmaksud pada
angka 6 dan angka 7 KPU Kabupaten membuat ka_]lan dan mengambll

keputusan‘ o
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BANGGOTAPPS Byns A TR

Dalam h!al anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat
menggantl dengan calon anggota PPS urutan selan_]utnya atau menunjuk

masyarakat setempat yang memenuh1 syarat
|
Penunjukan calon anggota PPS baru sebagalmana dlmaksud pada angka 1,

memperhatlkan sumber daya manuSIa dan tokoh masyarakat maha51swa
atau karang taruna. - L ' ‘ R j

Berhalangan tetap sebagalmana dlmaksud pada angka 1 mehputl keadaan
memnggal .dunia, tidak dlketahul keberadaannya atau tldak mampu

‘ melaksanakan tugas secara permanen.

KPU Kabupaten dapat berkoord1na81 dengan lembaga/ organlsa81
kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunJuk anggota . PPS
sebagalmana dlmaksud pada angka 1.
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C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian
terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan
meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu
melaksanakan tugas secara permanen.

3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber
daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.

4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada
KPU Kabupaten.

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,

- serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ini disusun

untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Ilir, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir

Tahun 2020, perekrutan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

MASSURYA




